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 Tesis ini menganalisis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Notaris 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab I, 
menguraikan latar belakang masalah mengenai Ratio Legis tiadanya 
tanggungjawab pidana bagi pejabat dalam menjalankan jabatannya dan 
pertanggungjawaban pidana notaris sehubungan dengan jabatannya. Notaris 
merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik 
mengenai segala perbuatan, perjanjian dan serta ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 
untuk dinyatakan dalam akta otentik, serta kewenangan lain yang dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Selain UUJN 
maka Notaris juga harus menaati ketentuan-ketentuan isi dari sumpah Jabatan 
Notaris, kode etik Notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan 
Notaris serta peraturan terkait lainnya. Notaris sebagai Pejabat Umum yang 
membuat akta otentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi 
kepentingan anggota masyarakat yang mempercayakan jasanya, merahasiakan isi 
akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan untuk memberitahukan 
atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang 
diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh 
pihak lain yang tidak berkepentingan dengan akta tersebut. Akta Otentik 
mempunyai pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau 
ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau 
menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau 
menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau 
pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian Notaris 
ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Sepanjang akta Notaris 
tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut merupakan akta 
otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan 
didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat 
dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dengan konstruksi pemahaman seperti diatas, maka ketentuan Pasal 50 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Notaris dalam 
menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatannya tersebut 
sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan 
Notaris, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan 
tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam 
menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan 
latar belakang masalah tersebut, maka pada sub ini juga diuraikan mengenai 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan 
metode penelitian. 
 Bab II, merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah 
yang pertama, dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu pertama membahas sejarah 
perumusan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian sub bab 
  
 
kedua membahas mengenai prinsip-prinsip hukum pidana dalam kejahatan 
jabatan, sub bab ketiga membahas mengenai alasan filosofis dan yuridis dalam 
tiadanya tanggungjawab pidana bagi pejabat dalam menjalankan jabatannya. 
Lahirnya alasan penghapusan pidana di dalam sistem pemidanaan modern saat ini 
tidak terlepas dari munculnya atau lahirnya aliran-aliran dalam hukum pidana 
yang selama ini dikenal, yaitu aliran klasik, aliran neo-klasik maupun aliran 
positif. Dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan pada 
prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak 
pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si 
pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk 
kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku. 
 Bab III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah 
yang kedua, dibagi menjadi 4 (empat) sub bab yaitu pertama membahas rahasia 
jabatan notaris dan pelanggarannya, kemudian sub bab kedua membahas tentang 
jenis perbuatan/tindakan notaris yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sub 
bab ketiga membahas tentang analisis pertanggungjawaban pidana notaris 
sehubungan dengan jabatanya ditinjau dari teori pertanggungjawaban, sub bab 
keempat membahas tentang syarat dan tata cara pemanggilan notaris oleh 
penyidik, penuntut umum dan hakim. Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan 
merupakan syarat yang harus senatiasa dipenuhi untuk menciptakan suasana 
kepercayaan yang mutlak diperlukan dalam hubungan notaris dengan klien. 
Dalam sumpah jabatan notaris menyatakan, notaris berjanji dibawah sumpah 
untuk merahasiakan isi akta dan keterangan uang diperolehnya. Apabila seorang 
notaris membuka rahasia jabatan yang diamanatkan padanya, maka kepadanya 
diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. Seorang notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara baik 
perkara perdata maupun perkara pidana, harus mendapatkan persetujuan dari 
Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan 
bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam 
penyimpanan notaris. 
 Bab IV, merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang simpulan dan 
saran dari penulis. Penulis menyimpulkan bahwa ketika seseorang melakukan 
suatu tindak pidana yang di dalamnya melaksanakan ketentuan undang-undang 
dan untuk kepentingan bersama (masyarakat) serta memperhatikan kepribadian 
dari pelaku dalam hal menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik dan 
mempunyai rasa tanggungjawab maka kesalahan pelaku tersebut dihapuskan dan 








Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat 
akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan serta ketetapan yang 
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang 
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, serta kewenangan lain yang 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut 
“UUJN”). Notaris pula berperan membantu menciptakan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran Notaris berada dalam rana 
pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya 
sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan.  Hal ini berbeda dengan 
peran seorang Pengacara atau Advokat, dimana profesi Pengacara atau Advokat 
lebih menekan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, 
sedangkan profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin 
kesulitan yang terjadi dimasa akan datang.  
Notaris itu wajib merahasiakan segala sesuai yang Ia ketahui sehubungan 
dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk 
hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Hal ini sangat 
penting karena Notaris tersebut harus melindungi kepentingan para pihak yang 
ada kaitannya dengan akta tersebut. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan 
yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala 
sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut 
berakhir apabila ada peraturan perundang-undangan yang khusus dan tegas 
mengatakan bahwa Notaris tersebut harus atau wajib memberikan keterangan 
yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat dihadapannya. 











 Notary is a public official whose sole authority to make the authentic act 
of the deeds, agreements and as well as the provisions required by legislation or 
desired by the stakeholders to be stated in an authentic deed, as well as other 
authorities referred to in Act Number 2 2014 Amendment Act No. 30 of 2004 
concerning Notary (hereinafter "UUJN"). Notaries also instrumental in helping 
create certainty and legal protection for the community. The role of Notaries are 
in the shutter prevention of legal issues through authentic deed is made as 
evidence of the most perfect in the Court. This is different from the role of an 
Advocate and Solicitor, Advocate and Solicitor profession which put more 
pressure on the defense of the rights of a person when a difficulty arises, while the 
Notary profession must act to prevent early difficulties that occurred during the 
days to come. 
 
 The notary must keep everything in accordance He knew in connection 
with the deed, requested by the parties, as well as for other things that are related 
to the manufacture of such deed. This is very important because the Notary must 
protect the interests of the parties in connection with the deed. Notary is an office 
of trust which itself gives rise to a duty to keep secret everything entrusted to him 
by the parties. That obligation shall terminate if there is legislation that 
specifically and explicitly says that the Notary shall or shall clear statement with 
respect to the exposures of the deed made before him. 
 


















 Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana telah disampaikan 
dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan sebagaimana jawaban atas 
permasalahan yang dimunculkan adalah sebagai berikut: 
1. Ratio Legis tiadanya tanggungjawab pidana bagi pejabat dalam menjalankan 
jabatanya adalah didasarkan pada theory of lesser evils, dalam hal ini Notaris 
tidak dipidana karena melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan yang 
lebih besar, lebih baik. Kepentingan yang lebih besar, yang lebih baik ini 
merupakan alasan pembenar baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, 
meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Dalam hal ini yang 
dimaksud adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam 
arti luas) yang memberikan kewenangan/kekuasaan kepada pelaku untuk 
melaksanakannya; termasuk peraturan perundang-undangan yang tidak sah 
asalkan hal itu dilakukan dengan itikad baik. Dengan kata lain undang-
undang yang tidak sah itu dijalankan dengan anggapan bahwa undang-undang 
itu adalah sah. 




a. Dalam hal Notaris dengan sengaja membuka rahasia jabatan yang wajib 
disimpanya karena jabatan; 
b. Notaris membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta; 
c. Notaris membuat salinan akta tanpa dibuat minuta akta; 
d. Notaris mengeluarkan salinan akta tetapi minuta akta tidak ditandatangani 
secara lengkap; 
e. Notaris membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu. 
 
4.2. Saran 
1. Sebaiknya dalam persoalan tersebut diatas para Notaris sepakat untuk 
mempertegas UUJN terutama dalam hal sanksi, karena dilihat dalam kinerja 
Notaris pada saat ini  banyak sekali mengalami beberapa masalah berkaitan 
dengan jabatannya yang terjadi dan tidak memiliki kepastian hukum dari 
UUJN tersebut dan pada akhirnya masalah  yang dialami Notaris tersebut 
dijerat dalam undang-undang lain. Hal tersebut tentunya akan mempersulit 
Jabatan Notaris tersebut karena dari UUJN sendiri kurang dapat melindungi 
para Notaris.  
2. Majelis kehormatan Notaris agar dapat melakukan pembinaan kepada para 
Notaris dalam menjalankan jabatannya serta mendukung para Notaris dan 
Organisasi Ikatan Notaris Indonesia serta Pemerintah untuk merubah UUJN 
menjadi lebih baik yakni memberikan kepastian hukum dalam perlindungan 
bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. 
  
 
3. Penyidik dalam hal ini hendaknya mengikuti syarat, proses dan tata cara 
pemanggilan Notaris dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke 
Majelis Kehormatan Notaris. 
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